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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tahun 2021 telah diterapkan 

secara penuh oleh KUA di Kota Padang. Informasi awal mengenai Surat 

Edaran tersebut disampaikan melalui media WhatsApp resmi, kemudian 

ditindaklanjuti oleh masing-masing KUA dengan pola yang berbeda. 

Sebagian KUA memilih menunggu rapat koordinasi resmi sebagai bentuk 

kehati-hatian dan upaya menyamakan persepsi, sementara KUA lainnya 

langsung menerapkan kebijakan dengan pertimbangan kejelasan substansi 

dan keabsahan administratif Surat Edaran. Dalam tahap pelaksanaan, 

seluruh KUA di Kota Padang menunjukkan sikap yang seragam, yakni 

menerapkan SE ini tanpa memberikan pengecualian. Permohonan 

pencatatan perkawinan bagi calon pengantin laki-laki berstatus duda tidak 

dapat diproses apabila masa idah mantan istrinya belum berakhir. 

Keseragaman ini berangkat dari kesadaran KUA di Kota Padang akan 

eksistensinya sebagai pelaksana kebijakan dari regulasi yang ditetapkan 

oleh pimpinan, sehingga KUA di Kota Padang memposisikan Surat Edaran 

ini sebagai pedoman kerja yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan 

sebagai bagian dari tugas administratif pencatatan perkawinan. Namun, 

meskipun KUA di Kota Padang menyadari eksistensinya selaku pelaksana 

kebijakan, SE ini tidak serta merta diterapkan secara pasif atau tanpa 

pertimbangan oleh KUA di Kota Padang. Namun KUA di Kota Padang juga 

melihat kebijakan dalam SE ini mempunyai nilai kemaslahatan sehingga 

urgen untuk diterapkan dalam praktik pelayanan perkawinan. Kebijakan 

yang ada dalam SE ini dinilai penting oleh KUA untuk mencegah persoalan 

pasca perceraian, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak 
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rujuk dalam talak raj’i yang berpotensi mengakibatkan penyelundupan 

hukum berupa poligami terselubung, sekaligus memberikan perlindungan 

bagi perempuan serta membantu KUA dalam menyelenggarakan pelayanan 

perkawinan secara lebih tertib dan memiliki dasar hukum yang jelas. 

2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tahun 2021 ini diterbitkan bukan untuk 

melarang laki-laki melakukan pernikahan dengan perempuan lain, 

melainkan untuk mencegah potensi mafsadah yang dapat timbul apabila 

pernikahan baru dilakukan ketika mantan istri masih berada dalam masa 

idah. Kebijakan ini bersifat administratif dan preventif, serta diarahkan 

untuk menjaga tertib hukum dan menghadirkan kemaslahatan yang lebih 

luas dalam praktik perkawinan. Dalam perspektif maslahah, terdapat dua 

urgensi utama dari penerapan kebijakan ini. Pertama, kebijakan ini 

memperkuat peluang terjadinya rujuk dalam talak raj’i. Dengan menunda 

pencatatan pernikahan baru sampai masa idah mantan istri berakhir, 

negara memberikan ruang refleksi yang cukup bagi kedua belah pihak 

untuk menilai kembali keputusan perceraian. Masa idah tidak lagi dipahami 

sekadar sebagai masa tunggu formal, tetapi sebagai ruang ishlah dan 

kemungkinan perbaikan hubungan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 

118 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak rujuk kepada suami 

selama masa idah. Penundaan tersebut membantu mencegah keputusan 

tergesa-gesa yang berpotensi melahirkan penyesalan, konflik baru, serta 

dampak psikologis bagi anak. Dalam konteks maqashid syariah, kebijakan 

ini mengandung unsur perlindungan terhadap hifz al-din (menjaga nilai 

syariat rujuk), hifz al-nasl (menjaga keutuhan keluarga dan masa depan 

anak), serta mencegah kerusakan yang lebih besar sebagaimana kaidah 

dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil masalih. Kedua, kebijakan ini berfungsi 

sebagai instrumen pencegahan praktik poligami terselubung. Tanpa 

pembatasan tersebut, seorang suami yang telah menjatuhkan talak raj’i 

dapat menikah lagi sebagai duda secara administratif, lalu menggunakan 

hak rujuknya untuk kembali kepada mantan istri, sehingga secara faktual 
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memiliki dua istri tanpa melalui mekanisme izin poligami sebagaimana 

diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Situasi ini berpotensi merugikan mantan istri dan 

melemahkan prinsip perlindungan hukum terhadap perempuan. Dengan 

adanya pembatasan dalam SE ini, celah penyelundupan hukum tersebut 

dapat diminimalisir. Kebijakan ini selaras dengan kaidah al-dharar yuzal 

(kemudaratan harus dihilangkan) serta mendukung terjaganya nilai 

keadilan dan kejujuran sebagai bagian dari hifz al-din dalam makna 

substantif. Dengan demikian, penerapan ketentuan dalam Surat Edaran 

Dirjen Bimas Islam Tahun 2021 bukanlah bentuk pembatasan hak secara 

mutlak, melainkan langkah preventif untuk menjaga kemaslahatan yang 

lebih besar dan menutup potensi kerusakan dalam praktik perkawinan. 

Kebijakan ini tetap membuka ruang bagi pernikahan setelah masa idah 

berakhir, namun memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara 

adil, bertanggung jawab, dan sejalan dengan tujuan syariat serta hukum 

positif di Indonesia. 

5.2 Saran  

1. Bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, perlu 

dipertimbangkan untuk meningkatkan status pengaturan mengenai 

larangan pernikahan bagi laki-laki selama mantan istrinya masih dalam 

masa idah ke dalam bentuk regulasi yang lebih kuat dan memiliki daya ikat 

hukum yang jelas, seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) atau dimuat 

secara eksplisit dalam revisi regulasi perkawinan nasional. Penguatan 

bentuk regulasi ini penting untuk menghindari anggapan bahwa kebijakan 

tersebut hanya bersifat internal dan administratif semata, serta untuk 

memberikan kepastian hukum bagi aparatur KUA dalam menerapkannya 

secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya dasar 

hukum yang lebih kuat, implementasi kebijakan tidak lagi bergantung 

pada interpretasi masing-masing KUA, melainkan berdiri di atas legitimasi 

normatif yang jelas. 
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2.  Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), disarankan untuk mengoptimalkan 

sosialisasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 kepada masyarakat secara lebih luas dan 

berkelanjutan. Sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan pada saat 

pendaftaran calon pengantin (catin), tetapi juga melalui kegiatan 

keagamaan seperti khutbah, pengajian, dan bimbingan perkawinan, serta 

memanfaatkan media sosial resmi KUA. Upaya ini penting agar masyarakat 

memahami bahwa esensi kehadiran surat edaran tersebut bukan semata-

mata sebagai pembatasan administratif, melainkan sebagai instrumen 

untuk menjaga kemaslahatan, khususnya dalam mencegah potensi 

terjadinya poligami terselubung. 
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